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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa

secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka

akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk

memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta

berkeadilan;

b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah

Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi

terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung,

salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai

instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat

terhadap keadilan sekaligus implementasi asas

penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan

berbiaya ringan;

c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku,

Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar

Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het

Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura,

Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia
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yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement,

Staatsblad 1941:44) mendorong para pihak untuk

menempuh proses perdamaian yang dapat

didayagunakan melalui Mediasi dengan

mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di

Pengadilan;

d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian

hukum acara perdata dapat memperkuat dan

mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam

penyelesaian sengketa;

e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan

pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan

mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di

Pengadilan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mengingat : 1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan

Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In

De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad

1927:227);

2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene

Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4958);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR

MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak

dengan dibantu oleh Mediator.

2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki

Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu

Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah

penyelesaian.

3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh

Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh

akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa

seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi

Mediasi.

4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama

Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan

Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang

mudah dilihat oleh khalayak umum.

5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang

bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan

untuk memperoleh penyelesaian.

6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses

Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di

antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya

perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran

nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain

yang diperlukan dalam proses Mediasi.
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7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para

Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan

perdamaian.

8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil

Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan

penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para

Pihak dan Mediator.

9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan

antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh

pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap

sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau

permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses

Mediasi.

10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah

perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan

Kesepakatan Perdamaian.

11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama

dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang

ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan

mengadili perkara.

13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera

pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan

pegawai lainnya.

14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam

lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding

dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

16. Hari adalah hari kerja
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BAB II

PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan

Mahkamah ini berlaku dalam proses berperkara di

Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum

maupun peradilan agama.

(2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan

peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan

Mahkamah ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa

hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa

melalui Mediasi.

(2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan

wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan

perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama

Mediator.

(3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan

Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para

Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan

upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau

Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan

Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses

Mediasi.
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